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DELAPAN pasang kepala daerah di Provinsi Lampung hasil Pemilukada serentak 2015 telah dilantik pada 17 Februari 2016 lalu. Kini, masyarakat menunggu ‘gebrakan’ mereka untuk membuktikan janji-janji (di satu sisi) dan ekspektasi/harapan warga masyarakat (di sisi lain). 
Diantara cara yang dipakai oleh warga untuk mengungkapkan kegelisahan terhadap ketidaktercapaian ekspektasinya terhadap tata kelola pemerintahan adalah melalui kritik. Variasinya dalam bentuk protes, demonstrasi, dan berbagai bentuk desakan politis lainnya. Dalam konteks politik, karenanya, banyak tidaknya atau besar kecilnya kritik akan menjadi indikator paling mudah untuk melihat sejuah mana tujuan individu terhadap keberadaan kekuasaan (pemerintahan) dapat dipenuhi. 
Apa yang membuat kuantitas kritik itu semakin banyak dan semakin menurun? Jawabnya adalah respons. Dalam pengertian yang paling sederhana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, respons dapat diartikan sebagai suatu tanggapan, reaksi dan jawaban. Marbun dalam Kamus Politik juga menyatakan hal yang sama tentang makna respons.  


Tanggapan, reaksi dan jawaban kemudian menemukan dua ranah; yakni tindakannya dan substansinya. Banyak kritik kemudian selesai hanya oleh sebab kritik itu telah direspons. Meski substansi kritiknya belum terjawab namun adanya respons sudah menunjukkan adanya penghargaan. Tapi ada juga individu yang menilai respons pada substansinya; adakah aksi yang lahir dari reaksi yang sudah diberikan oleh kekuasaan. Sekali lagi inilah bukti dari adanya tingkat kepuasan individu yang berbeda.

Kekuasaan kemudian dihadapkan pada tantangan yakni bagaimana kekuasaan itu dikemas, dikelola, dan diefektifkan untuk mengatasi tata hidup masyarakatnya; dengan mengelola kritik salah satunya. Dalam penyelenggaraan kekuasaan kritik sangat penting untuk membangun keseimbangan atau check and balances. Ia akan lahir pada sebuah ‘ruang’ ketika ada kesadaran akan perlunya banyak aktor dan hilangnya dominasi satu aktor pada panggung kekuasaan. 

Pengelolaan Kekuasaan

Saya ingin mencontohkan dua analogi untuk melihat bagaimana kekuasaan dikelola dalam sebuah titik tekan yang saling berlawanan, yakni “ideologi kekuasaan” yang dikembangkan Machiaveli dan penolakan terhadapnya yang dikemukakan oleh Jean Bodin dengan doktrin “kedaulatan kekuasaan”. 
Menurut Machiaveli politik pertama-tama adalah soal kekuasaan, soal bagaimana kekuasaan direbut, direngkuh, dan dijalankan dengan efektif. Karena perkara kekuasaan maka seorang pemimpin --untuk membela kekuasaannya-- terpaksa melakukan sebuah keputusan dan tindakan yang secara moral buruk, ia tidak perlu merasa bersalah. Ideologi kekuasaan ini dalam perjalanan peradaban politik dipakai oleh banyak pemimpin; salah satunya kepemimpinan di Indonesia selama rezim orde baru berkuasa. Apakah ketika rezim orde baru berubah kemudian ideologi ini serta merta ikut hilang?. Ternyata tidak. Ideologi kekuasaan terlanjur mendarah-daging sehingga masih menjadi orientasi mengelola kekuasaan oleh banyak pemimpin di negeri ini; di pusat dan daerah.
Meskipun kini banyak pemimpin daerah yang terbukti mampu mengelola kekuasaan dengan menjadikan respons terhadap kritik sebagai ‘kelebihan’nya, adalah penting untuk mendorong semakin banyak lagi pemimpin yang mengedepankan filosofi ini dalam memimpin. Inilah yang oleh Armada Riyanto (berfilsafat politik, 2014) disebut dengan politik simpatik yang melahirkan kekuasaan simpatik. Yang saya maksud dalam tulisan ini tentu bukanlah penampilan simpatik para politikus dengan kata dan janji atau politik pencitraan yang kini mulai ramai masuk dalam kamus istilah politik, melainkan bagaimana mengelola kritik sebagai dinamika dalam tata kelola hidup bersama. Dan pemegang kekuasaan punya ‘kuasa’ mutlak untuk mewujudkannya.
Saya tidak ingin terlalu jauh menjangkau pemikiran Jean Bodin untuk menjelaskan bagaimana tata kekuasaan simpatik dikelola, karena sesungguhnya Bangsa Indonesia punya cerita tentang tokoh “Semar” dalam dunia pewayangan sebagai ‘panutan’; bukan tentang sosoknya namun tentang refleksi. Semar bukanlah seorang tokoh yang secara historis pernah hadir di bumi Indonesia, dia hanyalah salah satu tokoh dalam cerita pewayangan, tapi refleksi Indonesia --dulu dan kini-- bisa diringkas melalui kehadirannya, minimal bagi saya yang diperintah Tuhan menjadi Jawa.
Mengapa Semar? Kita mafhum, bahwa cerita pewayangan yang ada di Indonesia --dengan seluruh tokohnya-- adalah adopsi cerita dari peradaban India, khususnya Mahabharata dan Ramayana. Tapi, meski Semar adalah tokoh yang sering muncul dalam cerita wayang di Indonesia, namun ia tidak pernah ditemukan dalam kedua contoh cerita pewayangan tersebut karena ia sekedar tokoh tambahan versi Indonesia. Para ahli antropologi dari Belanda bahkan tidak ada kesangsian sedikitpun tentang orisinalitas Semar sebagai ‘Indonesian’, made in asli Indonesia, bukan impor dari India.
Dalam cerita pewayangan, Semar adalah seorang penguasa meski hanya “lurah”, tapi ia sekaligus juga pelayan; melayani para pandawa. Semar tidak merengkuh kekuasaan karena kesaktiannya melainkan mengawalnya, mengabdinya dalam kesederhanaan dan ketulusannya. Baginya, kekuasaan tidak identik dengan kedigdayaan. Ia hadir tetapi tidak mendominasi, apalagi menindas. Ia memiliki kehendak, tetapi bukan mencengkeram. Ia mengusulkan kebaikan, mengkritik keraguan dan ketidakhati-hatian, dan mempromosikan tugas menjaga dan mengelola kekuasaan untuk kebaikan warganya.
Kekuasaan Simpatik

Filosofi Semar menganggap bahwa kekuasaan bukan sebuah keniscayaan. Kekuasaan akan membawa kebaikan kepada warganya apabila si penguasa mengabdi kepada masyarakat, bila kekuasaan itu tidak represif; bila kekuasaan itu tidak menutup diri dari kritik-kritik konstruktif; bila kekuasaan itu tidak tirani, dan bila kekuasaan itu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan manusiawi.
Bagaimana sebuah kekuasaan disebut simpatik? Armada Riyanto (2014) dalam bahasa filsafat mendefininisikan beberapa tanda yaitu ketika etika kehidupan efektif dan ketika prinsip-prinsip kemanusiaan dibela. Kekuasaan simpatik hadir ketika keadilan dilantunkan dalam tata dan laku, dipraktekkan dalam ketegasan, dan dibela dalam cara-cara yang meyakinkan. Tata kekuasaan akan hadir simpatik ketika manusia adalah preferensinya, bukan yang lain; termasuk preferensi pasar yang selama ini diagungkan oleh penganut new public management dan reinventing governance yang saya termasuk di barisan orang yang menolaknya. 
Kekuasaan simpatik selalu menyiapkan “ruang publik” sebagai ‘jembatan’ antara ruang politik (negara) dengan ruang privat-domestik (rakyat/keluarga) guna mendorong partisipasi seluruh warga untuk mengubah praktik sosio-politis mereka dan memenuhi ekspektasi mereka secara komunikatif. Masyarakat (warga) kemudian akan menjadi aktor komunikasi dalam ruang publik sehingga ketersediaannya akan memunculkan pertukaran opini dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. 
Tantangannya adalah bagaimana membuat masyarakat (warga) dalam ruang publik itu bukan sebagai individu-individu yang berkepentingan (pribadi) tapi sebagai warga negara yang mengemban misi kepublikan. Tugas pemerintah akhirnya adalah merespons misi publik tersebut dalam bentuk kebijakan publik yang baik.
